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3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
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HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

-

Ll

NO URUSAN KEBLJA URAIAN TARGET REALISASI PERMASA UPAYA TINJUT
PEMERINTA KAN PROG/KEGIAT LAHAN MENGATSI
; AN TEKNIS REKOMEN
HAN ERMASALAHAN DASI
DPRD
h PERDA Esb.Pasaman Barat |pg . 47.906.805. 32.987.459.
1 Kesehatan o 17 Tahuz 2016 Tentang F OGRAM Rp. 47.9 5.198 Rp.32.987.459.459
tribual Pelayanan PEMENUHAN (69,53%)
cosehatan [UPAYA
[KESEHATAN
[PERORANGAN
IDAN UPAYA,
SEHATAN
SYARAKAT
FERDA Kab, Pasamen Barat | by v e gnan Rp.17.737.683.873 | Rp.14.208,030.295
o 6 Tahun 2017 Tentang Fapilitas
emnnfaatan Penerimuaan Pelayanan (78,94%)
tribual Peloyanan Kegehatan
schatan pada unit untule
elayanan Barane Kesehatan
lingloup Dinas Kesehatan |UKM dan UKP
b. Pasaman Barat Kewenangan
Daerah
Kebupaten /Kot
‘REUP Posaman Barat No . .
117 Tahun 2019 Tentang | poraarsunan
arif Pclayanan Koschatan
ada Baden Layanan Umnm Loinnya
acrah UPT Pugkesmas 4l
bupaten Pasaman Barat i
erbup Nomor 75 Tahun . .
018 Tentang Pola Tata J‘;embl“%?:::
lola Unit Pelaksana Tenaga
'ekhnis Pusat Keaehatan Kesehatan
asyaralkat
Perbup Nomor 76 Tahun
2018 Tentang Rencana ff;i;“;‘;ﬁf““
teategis Unit Pelkasana (RS. Ujun. Rpl.124,229,.498 Rp.B74.969.447
ekkhnls Pusat Keschatan Ga d'i ng) g
asyarakat di Kebupaten
agaman Barat

v



L] L

L]

NO URUSAN ORGANISASI KEBIJA URAIAN TARGET REALISASI PERMASA UPAYA TINJUT
PEMERINTA [PERANGEKAT KAN PROG/KEGIAT LAHAN ENGATSI
AN TEKNIS REKOMEN
HAN DAERAH ERMASALAHAN DASI
ELAKSANA DPRD
eraturan Bupati Nomor |pgnpembangan | Rp213.737.850 Rp.213.674.650
tandar pelayanen
Unit Pelaksana
eknis Pusat Hesehatan
syarakat di
. bupaten Pasaman
arat
eraturan Bupatl Nomor | peppedaan Rp.4.245.586.500 [Rp.4.243.563.400
6 Tahun 2020 Tentang |Prasarana dan
edoman Pengelolaan (Pendukung
eunangan BLUD UPT |Fasilitas
Pelayanan
skesmas Kesehatarn
Pengadaan Alat | Rp.3.704.321.812 Rp.3.014.134.000 [Tidak ada kendala, hanya, [Usulan disesuaikan
Kesehatan/Alat p ;
Penunjang ] enyesuaikan dengan hasil |dengan kebutuhan
Medik Fasilitas ESK dengan Kementerian
Pelayanan
Kesohatan esehatan, untuk
[Harmonisasi kegiatan
pngearannya lebih rendah
daripada pagu anggaran
perpres
Pengadaan Rp.3.255.970.380 Rp.2.495.493,969 [Kenaikan pajak 11% [Untuk belanja obat
Okat, Vaksin sehingga ada beberapa harga |sedapat mungkin
bbat yang tidek sesuai tidak entry per item
Kengan perencanaan yang cukup paket
telah disusun disebabkan
sistim penganggaran per item
Pengadaan Rp.5.032.929.833 [Rp.2.932.835.329 [Pengadaan disesuaikan [Untuk belanja bmhp
g:::;‘ Habis dengan stok yang magih ada |sedapat mungkin
dan kebutuhan (Catridge tidak entry per item
TCM) cukup paket
Pemeliharaan
Sarana Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
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NG URUSAN ORGANISASI KEBIJA URAIAN TARGET REALISASY PERMASA PAYA TINJUT
PEMERINTA PERANGEKAT KAN PROG/KEGIAT LAHAN ENGATBI
Q AN TEKNIS REKOMEN
HAN DAERAH ‘ ERMASALAHAN DASI
PELAKSANA DPRD
Pemeliharaan,
Rutin dan
Berknla Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang
Medik Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan -
Penyediaan Rp.26.067.536.444 | Rp.18.690.791.864
Layanan
Keagohatan
untulk VKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten /Kota
Dimasa pasca bencana banyakMemaksimalkan semua waktu
egiatan lintas sektoryang  [yang ada untuk
elibatkan dinag kesechatan |melaksanakan kegiatan
Pengolaan Pelayanan ususnya pelayanan flainnya. Menyamakan tujuan
IKesShatan Tow jlr-lamil Rp. 280.084.015 Rp.134.909.750 sesehatan reproduksi yang egiatan lintas sektor dengan
embuat waltu kegiatan juan program kesehatan
tuk pelaksanaan kegiatan produksi untuk
jadi sedildt eningkatkan pelayanan
sehatan ibu hamil
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NO URUSAN RGANISASI KEBLJA URAIAN TARGET REALISASI PERMASA AYA TINJUT
PEMERINTA ERANGKAT KAN PROG/KEGIAT LAHAN ENGATSI
HAN  [DAERAH AN TEKRIS ERMASALAHAN | pag. |
PELAKSANA DPRD
Dimasa pasta bencana
banyak kegiatan lintas Memaksimalkan semua
sektor yang melibatkan waktu yang ada untuk
dinas keschatan khugusnya | Melaksanakan kegiatan
pelayanan kesehatan la.l_nnya. M?nyam.akan
A tujuan kegiatan lintas
reproduksi yang membuat sektor denpan tujuan
- waktu kegiatan untuk program kesehatan
pelaksanaan kegiatan jadi reprodulksi untuk
sedikit. meningkatkan pelayanan
Tahun 2022 penggunaan kesehatan Ibu Bersalin
Jampersal berubah dari
tahun sebelumnya.dimany,
pembiayasan pelayanan
persalinan dimasukkan
melalui BPJS dengan
peserta melalui aplikasi
eKohort.
Validasi peserta Jampersal
melalui puskesmas..dinas
kesehatan.. Kemenkes dan
BRJS.. setelah validasi dari
BPJS baru pasien Jampersall
bisa dilayani. Juknis tentang
ﬁ‘;f;fgﬁ'}bid;{m&“ 0 1Rp.622.479.000 Rp.72.701.000| Pasien Jampersal keluarnya
dan diterima kab tgl 25

Agustus 2022. Sehingga
pasien yg akan
menggunakan jampersal sdh
banyak yg melahirkan,
Kegiatan yg ada di
Jampersal thn 2022 adalah
RTK, Konsumsi RTK ,BBM
Rujukan, Sewa kendaraan
berpenumpang utk merujuk
pasien dan Transportasi
petugas memantau pasien dil
RTK.

Utk rujukan yg di bayarkan
adalah BBM atau sewa
kendaraan berpenumpang,
tetapi petugas merujuk tdk
bisa dibayarkan, sehingga
pusk tdk menggunakan
dana Jampersal dim
merujuk pasien. Pasien di
RTK tidak ada, sehinpga
konsumsi pasien tidak ada
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NO URUSAN RGANISASI KEBIJA URAIAN TARGET REALISASI PERMASA AYA TINJUT
PEMERINTA [PERANGKAT KAN PROG/KEGIAT LAHAN ENGATSI REKOMEN
AN TEKNIS !
HAN AERAH ERMASALAHAN DASI
ELAKSANA DPRD
Dimasa pasca bencana Memaksimalkan semua
banyak kegiatan lintag waktu yang ada untuk
sektor yang melibatkan melaksanakan kegiatan
Pengelolaan Pelayanan dinas kesehatan khususnya | lainnya. Menyamakan
Kesehatan Bayi Baru [Rp.21.470.000 Rp.15.500.000] pelayanan kesehatan tujuan kegiatan lintas
Lahir reproduksi yang membuat sektor dengan tujuan
waktu kegiatan untuk program kesehatan
pelaksanaan kegiatan jadi reproduksi untuk
sedikit meningkatkan pelayanan
kesehatan Bayi Baru Lahir
Dimasa pasca bencana Memaksimalkan semua
banyak kegiatan lintas waktu yang ada untuk
sektor yang melibatkan melaksanakan kegiatan
dinas kesehatan khususnya | lainnya. Menyamakan
pelayanan kesehatan tujuan kegiatan lintas
L‘Z . Pela reproduksi yang membuat sektor dengan tujuan
‘engelolaan e yanan Rp.43.230.000 Rp.26.610.000 waktu kegiatan untuk program kesehatan
esehatan Balita P P-26.610. pelaksanaan kegiatan jadi reproduksi untuk
sedikit meningkatkan pelayanan
keaehatan Balita.
Melibatkan semua lintag
program dalam kegiatan
yang dilaksanakan
Pelayanan Kesehatan pada Aktifkan Posyandu remaja di
usia pendidikan dasar hanya| setiap jorong untuk
dilaksanakan di Sekolah/ meningkatkan prevalensi
[Pengelolaan Pelayaz_mn sarana pendidikan formal pelayanan kesehatan pada
Kesel.:a.tan pada Usia  [Rp.73.900.000 Rp.66.659.500i dap belum terlaksananys usia pendidikan dasar
Pendidilean Dasar pemeriksaan pada anak di
fasilitas informal atau yang

tidak bersekalah




-« "

L

NO

URUSAN

PEMERINTA
HAN

RGANISASI KEBIJA URAIAN TARGET REALISASI PERMASA UPAYA TINJUT
ERANGEKAT KaN PROG/KEGIAT LAHAN MENGATSI
AN TEKNIS REKOMER
DAERAH PERMASALAHAN DASI
EL. DPRD
- Kendaraan Dinas untuk I Mohon perbaiki mobil dinaa ,
suoervisi ke lapangan tidak | dibagi jadwal mobildan sopir]
mencukupi . karena sering | perbidang dan .perseksi
rusak dan rmobil Jainnya agar lebih bisa
dipakai bidang lain. imanfaatkan dengan
efisfen,
- Realisasi dana lebih kecil
dari pada yang dientry di | Mengalihkan dena yang
SIPD sehingga terdapat sisa| masih banyak tersisa ke
dana dari anggaran awal, kegiatan lain yang diraga
Seperti : realisasi pada perlu pada saat perubahan
perjalanan dinas luar anggaran..
Pengelolaan Pelayanan daerah, realisasi pada,
[Keseh.atfm pada Usia [Rp.73.979.900 Rp.60.208.000 Legiatan pertemuan luar
Produltif daerah yang hanya di
bayarkan Rp. 120. 000
jrealisasi pada bahan cetak
leaflet
- Ada kegiatan deteksi dini
IVA dan Kanker payudara
yang didanaioleh provinsi
pada bulann Oktober.,,
sehingga perjalanan pada
bulan itu memakai dana
provinsi,

Pengelolaan  Pelayanan
[Kesehatan pada Uaia
Lanjut

Rp.30.205.000

Rp. 19.289.000 pelaksanaan kegiatan jadi

Dimaga pasca bencana
banyak kegiatan lintas
sektor yang melibatkan
dinas kesehatan khususnya
pelayanan kesehatan
reproduksi yang membuat
waktu kegiatan untuk

sedikit

Narasumber kegiatan
pertemuan lansia masih di
tingkat provinai sehingga
dibutuhkan kesesuaian
waktu untuk menyamakan
jadwal dengan kab/kota
lainnya.

Memaksimalkan semua
waktu yang ada untuk
melaksanakan kegiatan
lainnya. Menyamakan
tujuan kegiatan lintas
sektor dengan tujuan
program lansia untuk
meningkatkan pelayanan
kesehatan Usia Lanjut.
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NO URUSAN RGANISASI KEBIJA URAIAN TARGET REALISASI PERMASA PAYA TINJUT
PEMERINTA [PERANGEKAT KAN PROG/KEGIAT LAHAN MENGATSI
AN TEKNIS REKOMEN
HAN PERMASALAHAN DASI
ANA DPRD
I Kendarean Dinas untulk - Mohon perbaiki mobil dinas ,
aucervisi ke lapangan tidak | dibagi jadwal mobildan sopin
mencukupi . karena sering | perbidang dan .peraeksi
rusak dan mobil lainnya agar lebih bisa
dipakai bidang lain. dimanfaatkan dengan
- Realisasi dana lebih Lkecil efigien,
dari pada yang dientry di | Mengalikkan dana yang
Pengelolaan Pelayanan . SIFD sehingga terdapat sisa| masih banyak tersisa ke
[Keschatan Penderita  Rp.37.004.900 Rp.28.702.800| dana darianggaran awel. | kegiatan lain yang dirasa

Hipertensi

Seperti : realisasi pada

perlu pada saat petubahan

perjalanan dinas luar anggaran..

daerah, realisasi pada

kegiatan pertemuan luar

daerah yang hanya di

bayarkan Rp. 120, 000

jrealisasi pada bahan cetak

leaflet

- Kendaraan Dinas untuk F Mohon perbaiki mobil dinas

supervisi ke lapangan tidak | , dibagi jadwal mobildan

mencukupi . karena sering sopir perbidang dan

rusak dan mobil lainnya .perseksi agar lebih bisa

dipakai bidang lain, dimanfaatkan dengan

efisien.
- Realisasi dana lebih kecil d

Pengelolaan Pelayanan dari pada yang di entry d1_ - Menga]ihkan ana yang
L(esehatan Penderita  [Rp.10.000.000 Rp.6.915.500 SIPD sehingga terdapat sisal masih banyak tersisx ke
Diabetes Mellitus dana dari anggaran awal. kegiatan lain yang dirasa

Seperti : realisasi pada perlu pada saat perubahan

perjalanan dinas luar anggaran.

daerah, realisasi pada

kegiatan perternuan luar

daerah yang hanya di

bayarkan Rp. 120. 000
realisasi pada bahan cetak
leaflet

Pengelolaan Pelayanan
&Kesehatan Orang
[Dengan Gangguan Jiwa
[Berat

Rp.30.165.000

Rp.26.719.500]

Kendarean Dinas untuk
suoervisi ke lapangan tidak
mencukupi . karena sering
rusak dan mobil lainnya
dipakai bidang lain.
Realisasi dana lebih keeil
dari pada yang di entry di
SIPD eehingga terdapat sisa
dana dari anggaran awal.
Seperti : realisasi pada
perjalanan dinas Iuar
daerah, realisasi pada
kegiatan pertemuan luar
daerah yang hanya di
bayarkan Rp. 120. 000
jrealisasi pada bahan cetak
leaflet

I Mohon perbaild mobil dinag
, dibagi jadwal mobildan
sopir perbideng dan
.perseksi agar lebih bisa
dimanfaatkan dengan
efisien.

- Mengalihkan dana yang
masih banyak tersisa ke
kegiatan lain yang dirasa
perlu pada saat perubahan
anggaran..

Pengelolaan Pelayanan
[Kesehatan Orang
Terduga Tuberkulosis

Rp.14.717.100

Rp.14.533.500

Kegiatan ini idak ada
permasalahan dimana
kegiatan ini secara, fisik
telah terlaksananya 100%

Karena kegjiatan ini secara
fisisk telah terlaksana 100%
jadi untuk kegiatan ini tidak|
ada upaya dalam mengatasi

permasalahan
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RO URUSAN RGANISASI KEBIJA URAIAN TARGET REALISASI PERMASA 'AYA TINJUT
PEMERINTA ERANGKAT KAN PROG/KEGIAT LAHAN NGATSI
AN TEKNIS REKOMEN
HAN DAERAH ERMASALAHAN DASI -
PELAKSANA DPRD

Kegiatan ini secara fisik telah
terlaksananya 100% tetapi
ada kelebjhan keuangan
untuk BBM dan perjalanan
dinas luar daerah dimans ntuk kendaraan
untuk BBM karena dinas aperasional

Pengelolaan Pelayanan kekurangan kendaraan dinas| dikelola dengan baik adanya

[Kesehatan Orang operasinal sehingga untuk  fadwal perseksi jadi tidak

Dengan Risiko Rp.16.060.950 Rp.13.338.000| perjalanan dinas pakai able dalam pen: aaannya.

[Terinfeksi HIV kendaraan umum untuk ntuk perjalanan dinas luar
pencairannya sedangkan aerah dalam perencaannya
untuk perjalansn dinas luar flebih efisein lagi
daerah kerena untuk
kegintan pertemuan lebih
dari 1 hari dibayarkan
120.000 perhari

[Pengelolaan Pelayanan Tidak ada masalah pada sub

esehatan bagi kegiatan sehubung dengan
Eenduduk pada Kondisi [Rp.121.000.000 Rp.43.360.0000 penurunan kasus Covid-19
ejadian Luar Biasa
KLB)

Penigelolaan Pelayanan
eschatan bagi
duduk Terdampak

Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana

i5i6 Keschatan Alitat RP-1.747.861.350

Rp.1.539.863.050]

Tidak ada masalah pada sub
kegiatan ini schubungan
dengan penurunan kasus
Covid-19 dan capaian
vaksinasi sudah lebih dari
70%, pada sub kegiatan ini
ada pembayaran hutang
belanja tahun 2021 untuk
pembayaran uang lelah
Veaksinator, Swab, Makan-

Minum, BBM, dll.

Beberapa kegiatan gizi Akan dilakukan koordinasi

masyarakat dilakukan lintas program dan lintas
[Pengelolaan Pelayanan bersamaan dengan prograr | sektor mulai dari
[Kesehatan Gizi Rp.653.802.000 Rp.521.059.181| promkes dan lintas sektor, | perencanaan sampai
Masyarakat dan monitoring evaluasi monitoring evaluasi

program gizi tidak semua

puskesmas dapat dilakukan.,

Pelaksanaan kegintan barz | Selama pandemic covid 19

bisa dimulai setelah bulan kegiatan tidak yang

juli karena pandemic covid- | dilakukan monev program

19 ada nya perubahan ke puskesmas.
[Pengelolaan Pelayanan : . - i .
pcesghatan Keria dan Rp.82.312.500 Rp.30.885.750] Juknis DAK Non Fisik serta | Berkoordinasi dengan
blahraga menunggu dana pergeseran | bagian perencanaan terkait

di sah kan

dengan perubahan juknis
DAK Non fisik dan
pengesahan anggaran

pergeseran
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NO URUSAN RGANISASI KERIJA URAIAN TARGET REALISASI PERMASA EIPAYA TINJUT
PEMERINTA ERANGKAT KAN PROG/REGIAT LAHAN ENGATSI
AN TEKNIS REKOMEN
HAN AERAH PERMASALAHAN DASI
LAK A DPRD
Pelaksanaan kegiatan baru Selama pandemic covid 19
bisa dimulai setelah bulan kegiatan tidak yang
juli karena pandemic covid- | dilakukan monev program
Jolaan Pela 19 ke puskeamas.
engelo! Pelayanan |, Ada nya perubahan julmis Berkoordinasi dengan
esehatan Lingkungan p421.889.000 Rp.307.446.250) DAK Non Fisik serta bagian perencanaan terkait
menungen dena pergeseran | dengan perubahan juknis
. di sah kan DAK Non fisik dan
pengeashan anggaran
D
Promosi kesehatan belum Meningkatkan Anggaran
dilaksanakan secara media promosi kesehatan
menyelunih di Kabupaten untuk tahun 2023
Pasaman Barat baik melalui
Pengelolaan Pelayanan Media maupun penyuluhan | Dapat menyesuaikan
Promosi Kesehetan Rp.121.100.000 Rp.116.219.000( 4, sosialisasi lamgsung rencana kebutuhan
Adanya kelebihan dalam anggaran dengan
pengangaran Honor pelaksanaan kegiatan untuk
Narasumber kegiatan - tahun 2023
pertermuan di DPA
Tidak ada permasalaban
Pengelolaan Pelayanan g:;dj:l:?;ﬁegam::l r,’au;;tu.k
iKesehatan Tradisonal, subkegiatan ini satu Tim
Akupt_u'xtur, Asuhan [Rp.40.000.000 Rp.33.617.500 dengan kegiatan PISPK yang
ﬂ%‘“‘“‘ dan Tradisional dibiayai oleh APBN, sehingga
nnys belanja perjalanan dinas tdk
terealisagi,
[Pengelolaan Surveilana
lcesehatan Rp.64.230,000 Rp.60.063850) Tiqak ada masalah
engelolaan Pelayanan
esehatan Jiwa dan Rp.0 Rp.Q
APZA
engelolaan Upaya Rp.600.000.000
Iﬁesehatan Khusus Rp.600.000.000 {100%) Tidak ada masalah
Kegiatan ini secara fisik Untuk kendaraan dinas
telah terlaksananya 100% operasional dikelola
tetapi ada kelebihan dengan baik adanya
kevangan untuk BBM dan jadwal perseksi jadi tidak
perjalanan dinas luar dable dalam
daerah dimana untuk pengpunaaannya. Untuk
BBM karena kekurangan perjalanan dinas lvar
[Pelayanah Kesehatan kendaraan dinas daerah dalam
Penyakit Menular dan  Rp.151.300.800 Rp.131.793.750|  operasinal sehingga untuk|  perencaannya lebih efisien
Tidak Menular perjalanan dinas pakai lagi
kendaraan umum untuk
pencairannya sedangkan
untuk perjalanan dinas
luar daerah kerena untuk
kegiatan pertemutan lebih
dari 1 hari dibayarkan
120.000 perhari
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NO URUSAN RGANISASI REBIJA URAIAN TARGET REALISASI PERMASA UPAYA TINJUT
PEMERINTA [PERANGEKAT KAN PROG/KEGIAT LAHAN MENGATSI
AN TEKNIS REKOMEN
HAYW DAERAH PERMASALAHAN DASI
PELAKSANA DPRD
Adanya dana tambahan Telah di susun peraturan
yang masuk di saat bupati pasaman barat
anggaran perubahan tentang pembiayean
sebesar Rp. 3,000.000.000 pelayanan kesehatan bagi
(untulk pembiayaan di RSUD| masyarakt miskin dan tidak
yakni belanja pelayanan mampu yang belum menjadi
Pengelolaan Jaminan kesehatan di luar cakupan | peserta program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Rp.17.781.261.600 Rp.14.364.725.800 pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas
dan jaringgannya serta
RSUD Pasaman Barat tapi
tidak di setujui oleh
kementerian Hukun dan
Hak Azazi manusia.
- Kendaraan Dinas untuk I Mohon perbaild mohil dinas ,
suoervisi ke lapangan tidak | dibagijadwal mobildan sopir
mencukupi . karena sering perbidang dan .perseksi
rusak dan mobil lainnya agar lebih bisa
dipakad bidang lain. dimanfaatkan dengan
- Realisasi dana lebih kecil efisien.
Ty dari pada yang di entry di
?:;ey];;a!]?gﬁman NAPZA S[F’DIJ setu?tr:ggi terdapat sisa | Meng_alihkan dana yang
i Fasyankes dan Rp. 29.229.900 Rp.24.056.000[ dana dari anggaran awal. masih banyak tersisa ke
Sekolah Seperti : realisasi pada kegiatan lain yang dirasa

perjalanan dinas luar
daerah, realisasi pada
kegiatan pertemuan luar
daerah yang hanya di
bayarkan Rp. 120, 000
realisasi pada bahan cetak
leaflet

perlu pada saat perubahan
anggaran.

[Penyelenggaraan

IRp.18.200.000

Rp.12.333.376

Belum terbentuknya Forum
Kabupaten Sehat Pasaman
Barat periode 2022-2027

Berkoordinasi dengan Tim
Pembina KKS (Bappeda)
untuk membentuk forum

ikesehatan

{100%)

Kabupaten/ Kota Sehat schingga untuk monitoring | Kabupaten Sehat Pasaman
ke forum kecamatan sehat Barta
belum bisa dilakukan

Penyediaan telemedicine| R

(i fasilitas pelayanan  [Rp.371.249.000 Rp.371.249.000  Tigak ada masalah
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NO

URUSAN

PEMERINTA
HAN

ORGANISASI

RANGKAT
AERAH
ELAKSANA

KEBIJA

URAIAN

PROG/KEGIAT
AN TEKNIS

TARGET

REALISASI

PERMASA
LAHAN

PAYA
ENGATSI
ERMASALAHAN

TINJUT

REKOMEN
DASI
DPRD

Operasional Pelayanan
Puskesmas Rumah
Sakit

Rp.229.756.062

Rp.Of

1. Harga DPA/RKA
sebelum perubahan
dibawah harga e-katalog
dan item obat yang di
usulkan tidak sesuai
dengan RKO {Rencana
Kebutuhan Obatj Rumah|
Sakit Ujung Gading,
achingga dilakukan
pengusulan di
perubahan anggaran
tahun 2022,

2, Harga di pihak ke tiga di
aplikasi e-katalog masih
pajak 10%, sedangkan
kebijakan tahun 2022
pajak sudah 11%. Pihak
ketiga akan mengajukan
total tagihan pajak 11%
(berbeda dengan total
harga di e-katalog).

3. Setelzh dilakukan
negosiasi harga dengan
pihalk ketiga, pihalk
ketiga menolak karena
quantity (jumlah)
masing-masing obat
yang mau dibelanjakan
sedikit,

Operasional Rumah Sakit
Ujung Gading akan dicover
aleh Pengadaan Obat
Kabupaten Tahun 2022,
karena status Rumah Salkit
berubah menjadi FKTP.

(Operasional Pelayanan
[Puskesmas (Dinas
‘Kesehatan)

Rp.1.604.842.935

Rp.258.804.782

Pelayanan Pengobatan Gratis
di FKTP/Puskesmas belum
maksimal dimanfaatken
masyarakat,

Tahun 2023 telah
diberlalrukan UHC
(Universal Health Corporate)
di Kabupaten Fasaman
Barat

Operasional Pelayanan
Fasilitas Keschatan
Lainnya (UPTD
[Labkesda)

[Rp. 61.686.461

Perjalanan dinas tidak
terealisasi sepenuhnya
karena structural dan
operagional Labkesda secara
resmi baru ada dibulan
November 2022

Menyesuaikan rencana
kegiatan dengan pelaksaan
kegiatan di DPA

Operasional Pelayanan
[Fastlitas Kesehatan
Lainnya (UPTD IFK)

[Rp.39.074.400

Rp.86.756.000

Petjalanan dinas
penjemputan vaksin yang
tidak bisa dilakukan
terjadwal karena tergantung
pada ketersediaan vaksin di
provinsi kadeng bisa 2 kali
dalam sebulan
ketidakstabilan harga bbm
membuat ketersediaan

ahfgaran berkurang




NO URUSAN KERIJA URAIAN TARGET REALISASI PERMASA EPAYA TINJUT
PEMERINTA KAN PROG/KEGIAT LAHAN ENGATSI
AN TEKNIS IREKOMEN
HAN PERMASALAHAN DASI
. DPRD
Surveior tidak melaksanakan| Kementerian Kesehatan
survei akreditasi terhadap 11| mengeluarkan Edaran Nomor]
., FKTP karena Komisi HK.02,01/MENKES/652/20
Pelaksanaan Akreditasi Alreditasi FKTP tidak 22 tentang Penyelanggaraan
Fasilitas Kesehatan di Rp.497.438.000 Rp.16.794.250 mengeluarkan Surat Perizinan berusaha bidang
[Kabupaten/Kota [R Perintah Tugas sehubungan | Pelayanan Kesehatan.
belum dicabutnya status
pandemic nasional.
Investigasi Awal
[Kejadian Tidalk

Diharapkan (Kejadian

[Rp.25.000.000

Rp.24.510.650

llcutan Pasca Imunisasi Tidak ada masalah
dan Pemberian Obat
Massal)
: Pelaksanaan kegiatan PSC Kegiatan yang bisa dilakukan|
e e o belum sesuni dengan PMK | P3 K
Penanganan Gawat  [Rp.117.497.020 Rp.32.196. 125 Nowor 19 tahun 2016 (Pertolongan Pertama Pada
Darurat Terpadu tentang Sistern Kecelakaan)
(SPGDT) Penanggulangan Gawat
darurat Terpady
enyelenggaran
E]?istem
ormasi p.14.226.000 Rp.3.500.000
Kesehatan ﬁ
BeCcCara
Untuk perjalanan dinas pada| Adanya sinkronisasi antara
subkegiatan ini dibjayai oleh | Dinkes Provinsi dan
AFPBD Provinsi dan APBN, Kabupaten dalam
pengelolaan Datadan o, 14.226.000 Rp.3.500.000 sehingga belanja perjalanan | pelaksanaan kegitan SIK,
dinas tdk terealisasi. ager tidak overlapping dlm
penganggaran
Kegiatan ini merupakan Kemenkes sebaiknya
pengadaan Sistem Informasi | mengeluarkan edaran
yang bersumber DAK, tentang nomenklatur
ngmun pada awal April subkegiatan agar tidalk
muncul Surat Edaran dari terjadi pergeseran
: Kemendagri tentang subkegiatan di tahun
mﬁﬁi;ﬁgn Rp.0 Rp.U nomenklatur kegiatan yang | berjalan, karena akan
mengharuskan pada menghambat Kegiatan
subkegiatan Penyediaan
telemedicine di fasilitas
pelayanan Kesehatan,
sehingga subkegintan ini
menijadi 0
enerbitan Izin
umah Salit
elas C, D dan -
:ﬁ::::;:n Rp.87.358.878 Rp.85.127.300
schatan
gkat Daerah
bupaten/Kota
ningkatan Mutu Tidak ada masalah pada sub
layanan Fasilitas Rp.87.358.878 Rp.85.137.300] kegiatan.

esehatan




1)

Ll

NO URUSAN RGANISASI KEBIJA URAIAN TARGET REALISASI PERMASA AYA TINJUT
PEMERINTA ERANGERAT KAN PROG/KEGIAT LAHAW ENGATSI REKOMEN
AN TEKNIS
HAN PERMASALAHAN DASI
SANA DPRD
IPROGRAM
IPENINGKATAN
'ASITAS Rp.157.240.00
UMBER DAYA o Rp.55.023.400)]
BIA
EHATAN
j Pada kegiatan ini belanja Adanya pengecualian untuk .
perjalanan dinas tidak Kegiatan survey ini untuk
dapat di bayarkan tahun yang akan
Pen;:a&ri;:n:‘zgi: sepenutinya dikarenakan | datangkalau memang masih
Pra banyak memenuhi ada survey hendak nya msh
Kﬁsehhatan di Rp.16.065,000 Rp.13.450.000] undangan kegiatan bisa di naikkan SPJ nya
h"'y“ fullboard dan fuliday, dan
upaten/Kota ini sudah diatur pada
standar biaya tidak boleh
dibayarkan full.
Pada kegiatan ini belanja Adanya pengecualian untuk
perjalanan dinas tidak dapat| Kegiatan survey ini untuk
Pemhi d di bayarkan sepenuhnya tahun yang akan
Penga;r:':.g '?'-::lna,ga dﬂcarenak.:m banyak datang kalau memang masih
eschatan serta Tindak [Rp.16.065.000 Rp.13.450,000) memenuhi undangan ada survey hendak msh bisa
jut Perizinan Praktik kegiatan fullboard dan di naikkan SPJ nya
enaga Kesehatan fullday, dan ini sudah diatur
pada standar biaya tidak
boleh dibayarkan full.,
encanann
butuban dan
ndayagunaan
umberdaya Manusla [Rp.128.675.000 Rp.31.898.400]
hatan untuk UKP
an UEM di Wilayah
upaten/Kota
Pada kegiatan ini belanja
perjalanan dinas tidak dapat
Perenicanaan dan di bayarkan sepenuhnysa
Distribusi serta dikarenakan banyak
Pemerataan Sumber  [Rp.7.665.000 Rp.3.910.000 memeruhi undangan
Daya Manusia kegiatan fullboard dan
[Keschatan fullday, dan ini sudah diatur
pada standar biaya tidak
boleh dibayarkan full
1.Tidak ada pencairan Regulasi perekrutan tenga
Insentif Covid 19 karna NON ASN harus lebih jelas
sudah tidak ada lagi Kasus | S¢hingga dana yang sudah di
Pemenuhan Kebutuhan yang di danai d engfll.n alokasikan bisa di

Bunrber Daya Manusia
esehatan sesuai
tandar

Rp.121.010.000

Rp.27.988.400

anggaran yang sudah di
anggarkan,

2, tidak terlaksananya
Rekrutmen Tenaga Perawat
Jorong

pergunakan sebagaimana
mestintya




NO URUSAN RGANISASI KEBIJA URAIAN TARGET REALISASI PERMASA AYA TINJUT
PEMERINTA ERANGEKAT KAN FROG/KEGIAT LAHAN ENGATSI
AN TEKNIS REKOMEN
HAN AERAH RMASALAHAN DASI
ELAKSANA DPRD
[Pemgembangan Mutu
Han Peninglkatan
mpctensi Telmie
umber Daya Manusla [Rp.12.500.000 Rp.9.675.000
schatan Tinglkat
upaten /Kota
1.Lupa raenaikelar- SPJ Lebih hati-hati lagi
Pnack Sosialisasi edaran ggal;n penﬁm di
fterbaru tentang UKOM, agar 08
2 Transportasi tim penguji pe.-ma‘salahanmlig saat
engerabagan Mutu dan tidal bisa di spjkan karna P aiatan UKOM
ingkatan . letak nya di entrain SIPD & g:ab Ny
: lperjalanan dinas Biasa, ersebu
Kompetensi Teknis telah di pindahkan wakt
umber Daya Manusia [Rp.12.500.000 Rp.9.675.00 pin waktu
esehatan Tingkat gerseran pengelola
aerah uangan tidak ACC lagi
ntuk di naikkan SPJ yang
bupaten/Kota udah lewat kegiatannya dan
mereka lupa memasukkan
[dalam rekap yang akan di
cairkan sehingga dana nya
tidalk cukup
'ROGRAM SEDIAAN
ARBIASI, ALAT
EHATAN DAN Rp.359.017.500 Rp.228.466.650
AN MINUMAN
'emberian Izin
potek, Toko Obat,
oo Alat Kesehatan
an Optilal, Usaba Rp.63.258,000 Rp.54.548.650
o Obat Tradisional
OT)
Pengendalian dan Bimbingan teknis pade Melakukan pembinaan
Pengawasan serta penanggung jawab 2 sarana | kepada 1 umot yang masih
Tindak Lanjut UMOT tidak terlaksana herproses

Pengawasan Perizinan
Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan,
ilan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional
UMOT)

Rp.63.258.000

Rp.54.548.650

karena 1 umot tidak
beroperasional dan 1 umot
masih berproses dalam
pembuatan rumah produksi

Pemberlan SBertifikat
Produks] untuk Sarana
[Produlcl Alat
erselmtan Kelan 1
tertentu dan
Perbekalan Kesehatan

ah Tangga Kelan 1
ertentu Perusahaan
ah Tangga

p.50.000.000

Rp.23.300.500




NO URUSAN ORGANISASI KEBIJA URAIAN TARGET REALISASI PERMASA PAYA TINJUT
PEMERINTA [PERANGKAT KAN PROG/KEGIAT LAHAN AENGATSI 'REKOMERN
HAN  [DAERAH AN TERNIS ERMASALAHAN DASI
PELAKSANA DPRD

. Perjalanan dinas pada Adanya sinkronisasi
pengendalian dan subkegiatan ini dibiayai oleh| antara Dinkes Provinsi
bin d?i{w;?zt APBD, schingga belanja dan Kabupaten dalam

nga ) Sertifikat perjalanan dinas tdk pelaksanaan kegitan SIK,
Produksi Alat Kesehatn [Rp.50.000.000 Rp.23.300.500] terealisasi ager tidek averlapping dim
Kelas 1 Tertentu dan penganggaran
PKRT Kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah -
Tangga
Penerbitan Sertifikat
Produlai Pangan
Industyi Rumah
[langge dan Nomor P-
IRT scbagal Izin
Produkai, untuk [Rp.121.590.000 Rp.101.526.500
Produk Makanan
Minuman Tertentu
yang dapat Diproduksi
loleh Industri Rumah
[Tangga
[Pengendalian dan [Kelebihan anggaran adalah  [Tidak ada kendala kegiatan,
Pengawasan serta perjalanan dinas dan BBM  kelebihan anggaran adalah
Mindak Lanjut [disebabkan karena Perjalanan [perjalanan dinas dan BBM
Penpgawasan Sertifikat Minas dilaksanakan untuk disebabkan karena Perjalanan
Produlcsi Pangan enerbitan izin IRTP (SPP-IRT) |dinas dilsksanakan untuk
Industri Rumah Tangga esuai dengan permohonan  [penerbitan izin IRTP (SPP-IRT)
dan Nomor P-IRT Rp-121.390.000 Rp. 101.525..500E]°1‘izim5m IRTP yang sesuai dengan permohonan
lsebagai Izin Produksi, asuk/diajukan oleh pelaku [perizinan IRTP yang
ntuk Produk Makanan usaha masuk/diajukan oleh pelaku
Minuman Tertentu yang usaha
dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
[Penerbitan Sertifikat
Lali Higlene Sanitasi
Tempat Pengelolaan

mmam o 81:' Ratar 2p.17.217.500 Rp.4.087.500)

eloan/Restoran dan
[Depot Air Minum
(DAM)

. Kegiatan diprogram ini Berkoordinasi dengan bagian
g::g:nwdahansan s‘:?tg berkaitan dengan organisasi tentang kendala
tindak lanjut keberadaan rekomendasi labkes dari
pengawasan sertfikat labkesda,sementara labkesda propinsi yang belum keluar,

laik higiene sanitasi
tempat pengelolaan
makanan (TPM) antara
Fa.in jasa boga, rumah
makanfrestoran dan
depot air minum {DAM)

Rp.17.217.500

Rp.4.087.500)

pasaman barat baru
diresmikan tanggal 11
November 2022,




NO

URUBAN

PEMERINTA
HAN

ERGANISASI
ERANGKAT
DAERAH
ELAKSANA

KEBIJA

URAIAN

PROG/KEGIAT
AN TEKNIS

TARGET

REALISASI

PERBMASA
LAHAN

PAYA

ENGATSI
ERMASALAHAN

TINJUT

REKOMEN
DASI
DPRD

'omeriksaan dan
ndak Lanjut Hasil
merilksaan Post
arket pada Produlcsi

an Produk Maolmnan
numan Industrl

Rumah Tangga

Rp.107.152.000

Rp.44.995.500

Pemeriksaan Poat
[Market pada Produk
Makanan- Minuman
Industri Rumah Tangga
vang Beredar dan
[Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengawasan

Rp.107.152.000

Rp.44.995.500)

keterbatasan uang muka

Ada beberapa IRTP yang
dikunjungi sudah tidak
pperasional dan tidak ada
ditempat

[Parameter pengujian sampel
tidak semua dipenuhi karena
tidak tersedianya atau

untuk pengujian sampel
namun target fisik sampel

[Update data IRTP
[Tersedia uang muka untuk
[pengujian sampel

IPROGRAM
[FEMBERDAYAAN
'YARARAT BIDAKG
EHATAN

Rp.203.334.000

Rp.155.013.250

volmsd,
'emberdayaan,
emitrann,
eningkatan Peran
erta Masyarakat dan
intas Scktor Tinglat

erah

bupaten/HKota

[Rp.178.334.000

Rp.136.649.250)

Peningkatan Upaya
[Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan
dan Pemberdayaan
IMasyarakat

Rp.178.334.000

Rp.136.649.250)

Tidak ada kendala kegiatan,
lcelebihan anggaran pada
paket meeting.

Menyesuaikan anggaran
untuk setiap kegiatan

olaksansan Schat
alam rangkn Promotif|
eventif Tinglat
erak
bupaten/Kota,

Rp.25.000.000

Rp.18.364.000)

Penyelenggaraan
Promosi Kesehatan dan
[Gerakan Hidup Beraih
dan Sehat

Rp.25.000.000

Rp.18.364.000

Tidak terlaksananya

Luar Provinsi Sumatera Barat

. : Menyesuaikan rencana
perjalanan Dinas Luar Daerah ﬂ::giatan dengan pelaksanaan

Distribusi Alat
Kesehatan, Obat,

aksin, Bahan Medis

abis Pakai (BMHP),
IMakanan dan Minuman
e Puskesmas serta
Fagilitas Kesehatan
Lainnya

Rp.160.908.000

Rp.133.359.500

[Kenaikan harga BBM
mengurang volume perjalanani
dinas

iatan di DPA




Keterangan

Target adalah hasil yang dicapai pada tingkat outcome yang segera terlihat setelah output dicapai (immediate outcome). Contoh:
pembangunan jalan, outputnya adalah: panjang jalan yg terbangun, outcomenya adalah peningkatan sosial dan/atau
ekonomi masyarakat. Sedangkan immediate outcomenya antara lain adalah waktu tempuh atau biaya/ongkos angkut pada
ruas jalan yg dibangun



3.1.2

Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO URUS_AN ORGANISASI KEBIJA URAIAN TARGET REALISASI PERMASA [UPAYA TI
PEMERINTA PERANGKAT KAN PROG/KEG LAHAN MENGATASI gg
HAN DAERAH PERMASALAHAN
_ REKOMEND
. PELAKSANA . .
. N - AT TYOLITY -
1 Kesehatan Dinas Kesehatan N S Pada kegiatan ini belanja Berkoordniasi dengan
perjalanan dines tidak dapat di OPD yang berhubungan
bayarkan sepenuhnya Hengan perencanaan
Penyusunan Dokumen dikarenakan banyek memenuhi  Han penyusunan
[Perencanaan Perangkat Rp.44.738.000 Rp.32.333.616) undangan kegiatan fullboard dan  dokunen
Daerah “fullday, dan ini sudah diatur pada
standar biaya tidak boleh
dibayarkan full.
Pada kegiatan ini belanja Berkeordinasi
perjalanan dinas tidak dapat di dengan OFD yang
bayarkan sepenuhnya berhubungan
Evaluasi Kiner dikarenakan banyak memenuhi  [dengan evaluasi
Perangkat Dastah Rp.29.189.0C0 Rp.18.080.900| undangan kegiatan fullboard dan [Rinerja
fullday, dan inj sudah diatur pada
standar biayd tidak boleh
dibayarkan full.
Tidak ada permasalahan pada
Penyediaan Gaji dan subke:ia:an ini pa
Tunjangan ASN Rp.59.030.886.262] Rp.56.131.099,647,
Tidak ada permasalghan pada
Penyediaan subkegiatan ini
Administrasi
Pelaksanaan Tugas Rp.7.540.680.000 Rp.7.319.117.000,
JASN
Pelakeanaan Tidak ada permasalghan pada,
Penatausahaan dan subkegiatan ini
Pengujian/ Vorifikasi Rp.493.170.000 Rp.394.585,000)
Keuangan SKPD
Pengamanan Barang Tidak a_da pefn.lasalaha.u pada
ilik Daerah SKPD Rp.112.550.000 Rp.59.802.250| gybkegiatan ini
Penatausahaan Barang Tidak ada permasalahan pada
g‘l;{lg;) Daerah pada Rp.286.524.500) subkegiatan ini
Penatausahaan Barang Rp.253.118.500 Tidak ada permasalahan pada
Milik Daereh pada Rp.33.715.000 subkegiatan ini
SKPD (IFK)
Penyediaan Peralatan Tidak ada pern.msalaha.n pada
ldan Perlengkapan Rp.165.847.980 Rp.147.056.000, subkegiatan ini
Kantor
Penyediaan Barang Tidak ada permasalahan pada
Cetakan dan Rp.25.193.750| subkegiatan ini
Pen daan Rp.25,310.205

Penyelenggaraan Rapat

Tidak ada permasalahan pada

Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Rp.280.347.115

Rp.229.877.770

Koordinasi dan Rp.341.057.0000  Rp.315.000.000 SuPkegiatan ini
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Tidak ada permasalaban pada

subkegiatan ini




"

3.2 Kebijakan Strategis

Pasaman Barat Tahun 2021-2026

Kebijakan Strategi yang diterapkan Dinas Kesehatan Kabupaten

Ecbijakan Styategls

Dagar Hukum

Tujuan/Masalah Yang
Diselesaikan

Penerapan sistem money follow program
Reformasi sistern monitoring dan evaluasi

pembangunan

Menjamin ketersediaan SDM aparatur yang
professional

Mengoptimalkan implementasi SPIP secara
menyeluruh terhadap proses

perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta
perencanaan, penganggaran dan pelalkaanaan
anggaran di ingkungan Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat

Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP untuk
menjamin pencapaian tujuan erganisasi melalui
pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien

Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
terutama bidan dalam mendeteksi dini faktor
risiko kematian

Perluasan calupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
mencapai UCI (Universal Child Immunization)

Penguatan dan pengembangan pelaksanaan MTBS

Penguatan puskemas dalam penanganan balita
aizi buruk dan wasting

Menjamin ketersediaan SDM aparatur yang
professional

Mengoptimalkan implementasi SPIP

secara menyeluruh terhadap proses perancangan
dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan,
penganggaran dan

pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat

Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP untuk
menjamin pencapaian tujuan organisasi melalui
pelaksanasn kepgiatan yvang efektif dan efisien




fkesehatan
terutama bidan dalam mendeteksi

dini
faktor risiko kematian

Perluasan cakupan Imunisasi
Dasar Lengkap (IDL) mencapai
UCI (Univeraal

IChild Immunization)

[Penguatan dan pengembangan
pelaksanaan MTBS

Penguatan puskemas dalam
lpenanganan
balita gizi buruk dan wasting

6.

B.
2.

2, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentan

10.

11,

12,

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijalan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau delam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya,
Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten|
Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang]
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomoer 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah]
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakanl
Keuangan Negara dan Stabilitas Siste
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coron

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/fatau d
Rangka Menghadapi Ancaman yan
Membahayakan Perekonomian Nasio;
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentan,
Rencans Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025;

Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

7. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentan,

Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentan
Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan,
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diub.
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undan;
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah;

No| Kebijakan Dasar Hukum Tujuan/Masalah Yang
Strategis Diselesaikan
1  [Peningkatan kompetensi tenaga |1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Dinas Kesehatan secara
Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah kesecluruhan telah melaksanakan

rekomendasi dari DPRD baik itu
secara individu maupun secara
Organisasi, Akan tetapi dengan
adanya Pandemi Covid-19
mengakibatkan perubahan dari
skala proritas program yang ada.
Semula SPM merupakan skala
protitas, dengan adanya Pandemi
covid -19 ini skala proritasnya
menjadi Penanggulangan Pandemi
Covid-19 dan Vaksinasi Covid-19,
schingga mempengaruhi pencapaian
dari program SPM




enguatan sistem surveilana gizi

ngembangan sistem jaminan
izi dan

tumbuh kembang anak dengan
[pemberian
jaminan asupan gizi sejak dalam
lcandungan, perbaikan pola asuh
[keluarga,
dan perbaikan fasilitas air bersih
dan
sanitasi lingkungan

1Y
[Percepatan penurunan stunting
dengan
peningkatan efektivitas intervensi
pesifik,
Juasan dan penajaman
tervensi sensitif secara
terintegrasi

penguatan pelayanan kesehatan
dasar (pritmary health care)
dengan mengutamakan UKM dan
[UKP, serte mensinergikan FKTP
pemerintalh dan FKTP swasta

[Penguatan kampanye nasional
dan strategi

omunikasi untuk perubahan
R

pai pada keluarpa (sistem PIS-
[PTK.

[Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga)

13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012
tentang Sistem Keschatan Nasional;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayaran
Minimal;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunen Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2018 tentang Penerapan SFM;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun
2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan;

19, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
922/Menkes/SK/V /2008 tentang Julmis
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;

[20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinst Sumatera Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018 Nomor 7, Tambaghan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

21.Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Peranghat Daerah;

[22 Peraturan Daerah Nomor 2 Tentang Rencana)

Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2021-2026

[23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun|

2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender Di Daerah

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menterj

Dalem Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentan

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaary

Gender Di Daerah

24 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Bara

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ren

Pembangunan  Jangka Panjang Daerah]

Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;

[25, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 Tahur)]

2018 Tentang Kedudukan, Susunsn Organisasi|

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat,




3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran

mempertimbangkan Azaz egiatan, agar semua

Skala prioritas dan jangka kegiatan dapat terlaksana
'waktu dalam efisiensi ecsuai dengan apa yang telah
kegiatan dalam sisa tahun [direncanakan. Namun, di
anggaran, sehingga seluruh [saat tahun berjalan muncul
lkegiatan fisik dan Non fisik wabah covid yang membuat
dapat terlaksana dengan ocus kegiatan dialihkan
baik, baik dan Time ntuk menangani wabah tsb,
Schedule kegiatan yang an anggaran di dinas

telah ditentukan, sehingga |kesehatan bertambah untuk
tidak menimbulkan Silpa  penganggulanngan wabah

Sebelumnya
No Rekomendasi DPRD Tindak Tujuan/Masalah
Tahun N-1 (Tahun Lanjut Yang Diselesaikan
2021)
1 Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan akan
Pemerintah Daerahdapat |membuat POA dari setiap

Anggaran yang besar. tsb.

2 [Pustu Se-Pasaman Barat di [Data semua keadaan pustu dj
dapatkan Fakta banyak wilayah kerja dinas
Polindes dan pustu yang kesehatan kabupaten
rusak dan tidak layak pakai,Pasaman Barat sudah ada
untuk itu diharapkan Dinas [pada data aset dinas
Kesehatan dapat menyusun [kesehatan. Untuk
Rencana anggaran emperbaiki fasilitas
bangunan ( RAB ) dan data- [kesehatan tersebut secara
data sarana pelayanan yang keseluruhan tidak bisa
rusak dan di masukan pada {dianggarkan karena
Anggaran Tahun 2023 eterbatasan anggaran.

Untuk itu, dilakukan
prioritas dalam mealkukan
rehab pustu tersebut yang
dilakkukan secara bertahap.
Untuk polindes sudah
diserahkan kepemilikannya
kepada nagari.

3 Dinas Kesehatan Perlu Dinas kesehatan sudah
untuk pro aktif menjemput melakukan kegiatan advokasi
bola baik ke Propinsi baik ke pusat maupun
maupun Pusat untuk provinsi unfuk
mendapatkan tenaga mendapatakan tenaga
kesehatan baik yang PNS, [kesehatan yang kurang dan
PTT maupun tenaga lainya [sangan diperlukan dalam
vang sangat dibutuhkan memberikan pealayanan. Hal
untuk peninglatan ini sudah diwnjudkan dalam
pelayanan keschatan untuk jpenempatan tenaga
masyarakat Kihupaten nusantara sehat yang ada di
Pasaman Barai puskesmas-puskesmas yang

mengusulkan kebutuhan
tenaga tersebut.




Dinas keséhatan inas kesehatan selalu
diharapkan agar lebih dapatberupaya memberikan
meningkatkan pelayanan ealayanan yang paripurna

P(esehatm pada epada masyarakat baik
imasyarakat, sehingga secara promotif, preventif,
diharapkan Puskesmas maupun kuratif. Untuk
dapat memberikan mencapai hasil yang
pelayanan yang Optimal danmaksimal dinas kesehatan
Maksimal sesuai yang sudah melakukan supervisi
diinginkan oleh masyarakat |[dan pemantauan berkala

dan tidak hanya sebagai epada Puskesmas, terutama
terminal bagi orang sakit alam hal kualitas pelayanan
sebelum dikirim ke RSUD epada masyarakat. Dinas
latau rumah sakit lainnya. |kesehatan juga sudah
Peningkatan sarana dan membentuk tim TPCB untuk
tenaga ahli pada RSUD, percepatan akreditasi, yang
Puskesmas akan dapat berkaitan dengan kualitas
imeningkatkan pelayanan  [Puskesmas. Untuk SDM
kesehatan yang maksimal |kesehatan yang ada di
kepada masyarakat Puskesmas sudah cukup
banyak, akan tetapi
penyebarannya tidak merata.
Hal ini cendrung terjadi
lkarena banyaknya
kepentingan yang lain.




N

BAB IV |
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Dinas Keschatan pada tahun 2022 tidak ada mendapatkan Dana
Pembantuan dan Penugasan secara khusus dana yang ada adalah Dana APBD
dan Dana DAK Fisik dan Non Fisik



